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PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 1 TAHUN 2005

TENTANG

FPENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005

BUPATI MUARA ENIM

. bahwa sebagal pelaksanaan kelentuan Pasal 4 Peraturan Daerah

Momor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2005, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Muara Enim tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2005,

Undang-undang Momor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat || dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 1952 MNomor 73, Tambahan Lembaran
MNagara Nomor 1821);

Undang-undang MNamor 12 Tahun 1285 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan {Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
B8, Tambahan Lembaran MNegara Momor 3312} sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Momaor 12 Tahun 1984 (Lembaran
Megara Tahun 1984 Nomaor 62, Tambahan Lembaran Megara Nomor
3568)

Undang-undang Mamor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribus: Dasrah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1957
MNomar 41, Tambahan Lembaran Megara Nomor 3685) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Momeor 34 Tahun 2000 (Lembaran
Megara Republk Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan
Lembaran Megara Nomor 40483,
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Undang-undang Namor 28 Tahun 1938 tentang Penyelenggara Megara
yvang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Mepoiisme (Lembaran
Megara Fepublik Indonesia Tahun 1999 Momoar 75, Tambahan
Lembaran Negara Namor 3851);

Lindang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan
Masional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabhun 2000 Momor
208, Tambahan Lembaran Megara Momor 238327

Undang-Undang Nemor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
{Lambaran Megara Republik Indonesia Tabun 2004 MNomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Tahun 4437);

Undang-Undang Momar 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2004 Womor 128, Tambahan Lembaran
Negara Momar 4438,

Peraturan  Pemernntah  Nomor 104 Tahun 2000 tentang Oana
Permbangan (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2000 Maomor
4021) sebagaimana telah dwbah dengan Peraturan Pemenntah Nomaor
g4 Tahun 2001 (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2001
Momar 157, Tambahan Lambaran MNegara NMomaor 4165),

Peraiuran Pemerntah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Dasrah (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2000 Momar 202, Tambahan Lembaran Negara Mamar
4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang  Pinjaman
Daarah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204,
Tambahan Lembaran Megara Nomor 4024);

Peraturan Pemerintah Momor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungiawaban Kepala Dasrah (Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2000 Momar 20%, Tambahan Lembaran Negara Momaor
4027);

Peraturan Pemerintah Momor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daesrah dan Wakil Kepala Daerah Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Momor 210, Tambahan Lembaran
Megara Nomor 4028);

13 Perasturan
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Feraturan Pemerintan Momor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran MNegara Republk Indanesiz Tahun 2007 Momor 118,
Tambahan Lembaran Megara Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2001 tentang Retribusi Dasrah
(Lembaran Megara Republk Indonesia Tahun 2001 Nomar 118,
Tambahan Lembaran Megara Nomor 4138),

Feraturan Pemerntah MNomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Parwakilan
Rakyat Daeran (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2004
Maomor 10, Tambahan Lembaran Negara Momor 4416

Keputesan Menten Dalam Megen Momor 29 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pengurusan Ferlanggungjawaban  dan  Pengawasan
Keuangan Daerah sera Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan
Fenyusunan Parhilungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

Peraturan Dasrah Kabupaten Muara Enim Nomor 25 Tahun 2002
tentang Pokok-pokak Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Muara Enim tahun 2002 No.14);

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim No. & Tahun 2003 tentang
perencanaan Siratejik {Renstra) Kabupaten Muara Enim tabun 2003-
2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2003 Nomar 9
ser E);

Paraturan Dasrah Kabupaten Muara Enim Momor 15 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran
Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2004 Momar 7 sen E)

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomaor 1 Tahun 2005 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005
{Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005 Nomor 1)

NMemuiuskan



MEMUTUSKARN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMNJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 20035
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 terdiri atas :

1. Pendapatan Daerah .

5. Pendapatan Asli Dagrah Rp. 24 819448 460
0. Dana Perimbangan Rp. 361.62%9.608.859
. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 16.650.000.000
Jumiah Pendapatan Daerah Rp. 413.099.057.319

Belanja Daerah :
APARATUR DAERAH

a. Belanja Administrasi Umum Rp 62874.331.475
b Belanja Operasi dan Pemeliharzan Rp. 16.157.303.141
. Belanja Madal / Pembangunan Rp. 11.913.425.452

Rp. B0.745 062071
PELAYANAN PUBLIK

a. Belanja Administasi Umum Rp.139.179.755.019
b. Belanja Operasional dan Pemeliharaan Rp. 58.035.183.038
<. Belanja Modal Rp. 1522 6841 144,765
d. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Rp. 22344 463 548
e Belanja Tidak Tersangka Rp. 3.250.000.000
Rp. 375.450 546,350

Jumiah Belanja Daegrah Rp. 466 195608 421
Surplus/{Defisit) (Rp. 53.096.551.102)

2. FPembiavasn



2. Pembiayaan :

a Penerimaan Daesrah
0. Pengeluaran Daeran

Jumlah Pembiayaan

Rp. 72348 820 B56 68

Rp 19252 274 554 68

Rp. 53.096.551.102

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dinnct lebih lanjut pada Lampiran

Peraturan Bupatli ini.

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Paraturan Bupati ini.

Peraturan Bupati ini mulal berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut

selak tanggal 1 Januari 20065,

Dhiundangkan oh Muara Enim,
Pada Tanggdal 31 1ret 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEMN Mfl}-ﬁ\m ENIM
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MUHAMMAD AKIP YOENOES

BERITA DAERAH KABUPATEM MUARA ENIM TAHUN 2005 NOMOR 1 SERI

Dlitetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 21 ==t 7o0S
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